
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, 
Tgmbghgn Lembaran N~ggrg R~p1=1:blik Ind9n~~ig 
Nomor 1092); 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
t~!~.h diyl;>~.h b~b~rgp~ k~H t~rajmir dengan {)ngw.1g 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

a. bahwa tata cara penandatanganan Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan diatur 
dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perkotaan perlu disesuaikan dengan memaksimalkan 
penggunaan sumber daya manusia dilakukan secara efektif 
dM ~fi~i~n menyesuaikan dengar; perkembangan teknologi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Waikota tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 
teuf:ang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan 
Perkotaan; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA JAMBI, 
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(1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (5), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 
Daerah menerbitkan SPPT. 

(2) Pencetakan SPPT dan DHKP PBB secara massal agar 
mulai diJ.Msap.ajgtg pada Bulan .Januari dan selesai 
Bulan Februari setiap tahun pajak. 

Ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Walikota Jambi Nomor 
4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019, 
Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

PASALI 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERKOTAAN. 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Rep-ql:;>tik Indonesia N9m9r 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 
2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolalaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran 
Daerah Kota .Jambi Tahun 2013 Nomor 4), sebagairnana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Jambi Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 
Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan P~rJ<9t?,aJ1 [Lembaran Daerah Kota .Jambi Tahun 
2019 Nomor 4); 

10.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 
14h 

11.Peraturan Walikota Jambi Nomor 4 Tahun 2019 ten tang 
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perkotaan (Serita Daerah Kota Jambi Tahun 2019, Nomor 
4); 

Menetapkan 



BERITA DAERAH KOTA JAMB! TAHUN 2023 NOMOR 

Diundangkan di Jambi 
padatanggal 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, 

7t.;:Wffe- 

Ditetapkan di Jambi 
padatanggal 2023 

WALIKOTA JAMBI, 

~ 
S~HA 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Jambi. 

Peraturan Walikota mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

PASAL II 

(3) SPPT PBB dan DHKP PBB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampaikan secara massal paling lambat akhir 
bulan maret tahun pajak berjalan. 

(4) Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dalam SPPT PBB paling lambat 
tanggal 30 September tahun pajak berjalan. 

(5) SPPT PBB yang diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibayarkan 
paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. 

(6) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, 
penandatanganan SPPT PBB dilakukan secara elektronik. 

(7) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 
pendistribusian SPPT dapat bekerjasama dengan aparat 
keeamatan dan kelurahan. 

(8) SPPT PBB dapat diterbitkan melalui: 
a. Pencetakan massal; 
b. Pencetakan dalam rangka: 

1) Pernbuatan salinan SPI?T PBB; 
2) Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru, mutasi 

objek dan/ atau subjek pajak, pembetulan dan 
ke beratan SPPT. 


